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RINGKASAN

Marsa Dhiya Ulhaq, Februari 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
LEMBAGA PELATIHAN KERJA MENGEMUDI DALAM KASUS
KECELAKAAN ATAU PELANGGARAN CALON PENGEMUDI, Skripsi,
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena kecelakaan lalu lintas yang masih sering
terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa yang melibatkan calon pengemudi yang
sedang menjalani proses belajar mengemudi pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
mengemudi. Dalam praktik pelatihan mengemudi, calon pengemudi melakukan
kegiatan belajar mengemudi di jalan umum dengan didampingi oleh instruktur yang
memiliki kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Walaupun demikian, ketika
terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas selama proses pembelajaran tersebut,
penegakan hukum pidana dalam praktik seringkali hanya memfokuskan
pertanggungjawaban kepada instruktur sebagai pihak yang mendampingi secara
langsung.  Sementara  itu, kedudukan hukum serta  kemungkinan
pertanggungjawaban pidana Lembaga Pelatthan Kerja (LPK) sebagai
penyelenggara pelatihan mengemudi belum diamanatkan dengan tegas melalui satu
ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan tersebut memicu polemik
mengenai kepastian hukum, terkhususnya berkenaan dengan potensi dikenakannya
pertanggungjawaban pidana terhadap LPK apabila terjadi kelalaian yang bersumber
dari kebijakan lembaga, sistem pengawasan, maupun penyelenggaraan pelatihan
yang tidak memenuhi standar keselamatan. Berdasarkan permasalahan tersebut,
penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu mengenai ketentuan
hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Lembaga Pelatihan
Kerja (LPK) Mengemudi serta mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana
yang bisa diberlakukan apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas
selama kegiatan pelatihan mengemudi berlangsung. Studi ini bertujuan untuk
menganalisis dasar hukumnya yang dapat digunakan guna menilai tanggung jawab
pidana LPK mengemudi serta untuk mengkaji bagaimana bentuk
pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum pidana
Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan
konseptual. Penelitian ini bersifat evaluatif argumentatif, yaitu dengan menelaah
serta menganalisa berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan  kegiatan  pelatihan mengemudi serta  konsep
pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier
yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif
untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan
pelatihan mengemudi dan tanggung jawab pihak yang terlibat tidak diatur secara
khusus didalam satu peraturan perundang-undangan, melainkan tersebar dalam
beberapa ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994
tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor. Dalam praktik
penyelenggaraan pelatihan mengemudi, instruktur merupakan pihak yang memiliki
tanggung jawab langsung terhadap kegiatan belajar mengemudi karena berperan
sebagai pengawas sekaligus pengendali selama proses pelatihan berlangsung.
Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang telah
mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, khususnya Pasal 45 sampai dengan Pasal 48, lembaga pelatihan yang
menyelenggarakan kegiatan pelatihan mengemudi juga dapat dipandang sebagai
korporasi yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut
dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian institusional, kegagalan
dalam sistem pengawasan, ataupun kebijakan lembaga yang secara nyata
berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas selama proses pelatihan
mengemudi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan
pelatihan mengemudi tidak selalu hanya dibebankan kepada instruktur sebagai
pelaku langsung di lapangan, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat melibatkan
tanggung jawab Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mengemudi sebagai
penyelenggara pelatihan apabila terbukti terdapat kelalaian yang bersumber dari
kebijakan atau sistem pengelolaan lembaga tersebut.



Marsa Dhiya Ulhaq, Februari 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Mengemudi dalam peristiwa kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
oleh calon pengemudi selama proses pelatihan mengemudi. Permasalahan ini muncul
karena hukum positif di Indonesia belum secara tegas mengatur kedudukan serta
pertanggungjawaban pidana LPK Mengemudi dalam kegiatan pelatihan mengemudi
dijalan, sehingga dalam praktik penegakan hukum tanggung jawab pidana lebih sering
dibebankan kepada instruktur sebagai pihak yang secara langsung mendampingi
kegiatan belajar mengemudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan
hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Mengemudi serta mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dapat
diterapkan apabila terjadi kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas selama proses
pelatihan mengemudi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang
bersifat evaluatif argumentatif. Pengumpulan bahan hukum dilangsungkan melalui
studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
relevan dengan permasalahan penelitian, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya pengaturan mengenai penyelenggaraan
pelatthan mengemudi tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan, melainkan
tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan
Bermotor. Secara normatif, instruktur merupakan pihak yang memiliki tanggung
jawab langsung terhadap kegiatan belajar mengemudi karena berperan sebagai
pengawas dan pengendali selama proses pelatihan berlangsung. Namun demikian,
berdasarkan perkembangan hukum pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek
hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Lembaga Pelatthan Kerja (LPK) Mengemudi juga berpotensi dimintai
pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat kelalaian institusional,
kegagalan pengawasan, atau kebijakan lembaga yang menyebabkan terjadinya
kecelakaan lalu lintas selama proses pelatihan mengemudi.

Kata kunci (keyword): pertanggungjawaban pidana, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
mengemudi, kecelakaan lalu lintas, calon pengemudi, korporasi.
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